
 

 
BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal (oleh pegawai 

negeri sipil) pada perumahan Dinas KIMPRASWIL (Permukiman dan 

Prasarana Wilayah) di Propinsi D.I. Yogyakarta setelah berlakunya 

KMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 telah menjamin kepastian hukum dan 

perlindungan hukum, Hal ini terlihat sebagian besar PNS yang 

melakukan permohonan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah 

tinggal tersebut sudah melaksanakan pendafttaran hak milik atas tanah 

dan diperoleh sertipikat hak milik atas tanah, sehingga telah menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

B. Saran : 

  Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan 

saran pada Pejabat Kantor Pertanahan Kota Yogyakatara agar dapat 

mempertahankan kinerjanya yang telah baik dalam menyajikan 

informasi-informasi tentang pelaksanaan pemberian hak milik atas 

tanah untuk rumah Dinas KIMPRASWIL Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta khususnya dalam hal biaya administrasi yang diperlukan 
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untuk mengurus hal tersebut dan dapat tepat waktu dalam 

menyelesaikan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tersebut 

sehingga menjamin kepastian dan perlindungan hukum dari pemegang 

hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh PNS 

dari pemerintah.  
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